







1.1. Latar Belakang  
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering 
dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga 
tinggi (Winanto dan Widayat, 2013). Dalam theory of the firm tujuan perusahaan umumnya 
ialah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi 
merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin 
dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati 
melalui pergerakan harga saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk perusahaan 
yang sudah go public. Hal ini memberi dampak para pemegang saham tetap mempertahankan 
investasinya dan calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan 
tersebut (Ilmiani dan Sutrisno, 2013). Berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk 
meningkatkan nilai perusahaan yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan dengan 
mengefisienkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. 
Berdasarkan Undang-undang Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009, pajak 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sumber penerimaan itulah yang digunakan untuk menjalankan roda kehidupan di suatu 
negara, tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pembangunan infrastruktur, peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan hingga taraf hidup sebagian besar 
berasal dari penerimaan negara di sektor pajak. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak 





tidak mencapai apa yang telah di targetkan. Berikut tabel realisasi dan target penerimaan 
negara dalam sektor perpajakan pada tahun 2012– 2016: 
Tabel 1.1 







2012     Rp    980,5     Rp 1.016,2 96,49 
2013     Rp 1.077,3 Rp 1.148,4 93,81 
2014     Rp 1.143,3 Rp 1.246,1 91,75 
2015     Rp 1.240     Rp 1.489 83,27 
2016     Rp 1.105     Rp 1.355,16 81,54 
Sumber : pajak.go.id dan kemenkeu.go.id (2017) 
 Kurang maksimalnya penerimaan pajak ini disebabkan beberapa factor salah satunya 
adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan menekan sekecil 
mungkin beban yang ditimbulkan dari pajak agar beban pajak yang mereka bayarkan rendah 
serta untuk peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan 
(firm value). Pajak merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional di Indonesia. 
Akan tetapi, dalam pemungutan pajak terdapat banyak kendala yang dihadapi pemerintah. 
Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak 
di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih 
yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara 
untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Salah satu cara 






Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang 
dapat dilakukan perusahaan. Menurut Suandy (2011) perencanaan pajak atau tax planning 
adalah upaya melakukan penghematan dan minimalisasi pajak yang secara legal yang dapat 
dilakukan melalui manajemen pajak. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu 
melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan 
peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak 
pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat compliance perusahaan.  
Kedua, dari prespektif agency theory, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat 
memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunisme dengan 
memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan 
dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif 
terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala dalam Lestari 2014). Menurut Suandy 
(2011) Terdapat beberapa istilah menyebut perencanaan pajak seperti penghindaran pajak 
(tax avoidance), penyelidikan pajak (tax investigation), manajemen pajak (tax management) 
dan pergeseran pajak (tax shifting). 
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) merupakan salah satu cara untuk menghemat 
pajak. Secara resmi yang masih dalam perundang-undangan (lawfull fashion). Tax avoidance 
merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur yang 
menyebabkan pengurangan beban pajak (Dyreng et al,2008). Tindakan tax avoidance yang 
dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena laba yang di dapat oleh 
perusahaan akan semakin besar. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang menjadi 
cermianan atas tingkat kepercayaan masyarakat atas perusahaan tersebut,semakin tinggi nilai 
perusahaan semakin sejahtera pemiliknya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan 





akan tidak berminat pada perusahaan tersebut (Prasetyo,2013). 
Dalam praktiknya tax avoidance juga dapat memberikan dampak negative bagi 
perusahaan. Penghindaran pajak tidaklah gratis, terdapat biaya langsung meliputi biaya 
pelaksanaan, kehilangan reputasi, dan adanya potensi hukuman tertentu (Chen et. al, 2013). 
Aktivitas tax avoidance juga meningkatkan biaya agensi yang dikeluarkan baik oleh 
manajemen perusahaan maupun pemegang saham, dan tentunya biaya agensi yang muncul 
tidaklah sedikit. Dalam hal ini manajer harus bisa menghitung apakah biaya tersebut akan 
lebih besar dari manfaat yang akan diperoleh dari praktik penghindaran pajak atau justru 
sebaliknya, biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dari manfaat yang akan diperoleh. 
Sementara biaya agensi yang dikeluarkan oleh pemegang saham adalah berupa biaya-biaya 
pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan. 
Aktivitas tax avoidance menimbulkan sudut pandang yang berbeda dari para investor. 
Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dianggap telah mengurangi 
kandungan informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya yang mana hal ini menjadi 
penyebab utama menurunnya nilai perusahaan. Bagi perusahaan, semakin besar pajak yang 
harus dibayar berarti semakin kecil laba yang akan diperoleh. Hal ini mengindikasikan 
perilaku manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diharapkan dengan upaya 
mengurangi beban pajak yang akan dibayar. 
Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, perusahaan Apple yang merupakan 
perusahaan gadget dengan kualitas kelas atas, ternyata juga melakukan praktik penghindaran 
pajak. Apple membayar pajak dengan sangat rendah di Amerika Serikat, dengan skema pajak 
tertentu lalu membuat holding company di Irlandia yang merupakan tax heaven country. Tax 





yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini 
dapat menghindarkan pembayaran pajaknya. Contoh yang lain adalah, pada tahun  2005 
terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran 
pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak 
(Rahmi Fadhilah 2014). 
Kemudian terdapat kasus penghindaran pajak pada 2016 yang sedang gencar adalah 
Google. Google disorot tajam di Indonesia setelah menolak diperiksa terkait soal pajak oleh 
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut Danny Darussalam Tax Center, 
persoalan Google dan sejumlah perusahaan layanan internet lainnya di suatu negara, dipicu 
oleh praktik perencanaan pajak (tax planning) yang agresif. Kasus Google melakukan 
penghindaran pajaknya dengan tidak melaporkan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT).  
Di Indonesia pengenaan pajak bisa dilakukan bila suatu badan usaha merupakan Badan 
Usaha Tetap. Padahal menurut Dirjen Pajak, Google Indonesia sudah membentuk badan 
hukum dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011 dan 
menginduk kepada dari Google Asia Pasific Pte Ltd. Masalah pajak ini memang sudah 
menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Keberadaannya di Indonesia 
hanya sebagai kantor perwakilan sehingga transaksi bisnis yang terjadi di Tanah Air tidak 
berpengaruh ke pendapatan negara. Transaksi bisnis periklanan di dunia digital di 
Indonesiapada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun. Menurut 
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70 persen dari nilai itu didominasi 
perusahaan internet global (OTT) yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google. Untuk 
meloloskan pendapatannya dari transaksi iklan di Indonesia supaya tak dikenai pajak, Google 






facebook.di.indonesia.apa.bedanya. September 2016). 
Transparansi dapat diartikan dengan keterbukaan informasi, baik dalam 
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan maupun pengambilan 
keputusan. Menurut peraturan pasar modal Indonesia, informasi material dan relevan 
merupakan informasi yang bisa mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan 
tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan 
yang bersangkutan. Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dan dalam proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan (disclosure) informasi 
perusahaan.  
Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang 
cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan. selain itu 
perusahaan diharapkan juga bisa mempublikasikan informasi keuangan serta informasi 
lainnya yang material secara akurat dan tepat waktu sehingga para investor bisa mengakses 
informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Dengan demikian, semakin 
transparan perusahaan maka akan mengurangi perilaku opportunistic manajer yang dapat 
mengurangi agency cost yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
Penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini telah banyak dilakukan oleh 
beberapa peneliti. Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. 
(2008) dalam penelitiannya mengukur mengenai penghindaran pajak jangka panjang 
perusahaan. Dyreng et al. (2008) meneliti pengaruh tax avoidance tahunan terhadap tax 
avoidance jangka panjang dan meneliti sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 
melakukan tax avoidance secara jangka panjang yaitu dalam sepuluh tahun. Penelitian ini 





menyatakan bahwa tax avoidance jangka panjang yang diukur secara kumulatif selama 
sepuluh tahun berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
 Hal tersebut mengindikasikan semakin rendah Cash Effectif Tax Rate (CETR) jangka 
panjang yang dibayarkan oleh perusahaan, nilai perusahaan akan semakin tinggi. Terdapat 
hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian Chasbiandani 
dan Martani (2012) dan Wang (2010) menyatakan bahwa tax avoidance berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan Ilmiani dan Sutrisno (2013) dan Ampriyanti dan Lely 
(2016) menyatakan bahwa tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, 
maka peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. 
Sepertinya, tidak konsistenanya hasil penelitian bisa jadi disebabkan adanya perbedaan dalam 
pemilihan sampel dan perspektif penelitian. Penghindaran pajak dipandang positif apabila 
penghindaran pajak dilakukan sebagai upaya untuk melakukan tax planning dan efisiensi 
pajak. Penghindaran pajak dipandang negatif apabila penghindaran pajak dipandang sebagai 
tindakan non compliance, hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai 
perusahaan. 
Penelitian dilakukan karena penelitian terdahulu juga masih memberikan hasil yang 
tidak konsisten. Hal ini menjadi alasan yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti 
mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dan transparansi sebagai 
variabel moderating . 
Penelitian ini mereplikasi penelitian Ni Made Ampriyanti dan Ni Kt Lely Aryani M  






1. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah tax avoidance, nilai 
perusahaan dan karakter eksekutif. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengganti 
variabel karakter eksekutif dengan transparansi. 
2. Data yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu perusahaan yang terdaftar pada BEI 
dalam periode 2013-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel yang 
terdaftar di BEI dalam perideo 2012-2016. 
Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul, 
“Pengaruh Jangka Panjang Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahan Dengan 
Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur 
Yang Terdaftar Di Bei  Tahun 2012 – 2016”. 
1.2. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian memberikan batasan pada penelitian ini agar penelitian ini 
tidak menyimpang dari arah(dan)sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil 
penelitian dapat dimanfaatkan. Adapun ruang lingkup penelitain ini antara lain : 
1. Objek penelitian)pada seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode pengamatan tahun 2012-2016. 
2. Penggunaan(data pada tahun 2012-2016 berkaitan dengan laporan keuangan 
perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. 
3. Variabel dependen penelitian ini yaitu nilai perusahaan. 
4. Variabel independen penelitian ini Tax Avoidance. 
5. Variabel Moderasi penelitian ini Transparansi.   
1.3. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan paparan diatas akan ditemukan masalah masalah yang muncul sehinngga 





sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya, masalah yang teridentifikasi dari latar belakang 
adalah 
1. Apakah aktivitas tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
2. Bagaimana pengaruh interaksi antara tax avoidance dan transparansi perusahaan 
terhadap nilai perusahaan? 
1.4.Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris 
atas hal-hal sebagai berikut: 
1. Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. 




 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang    
membutuhan,antara lain : 
1. Mahasiswa Progam Studi Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 
referensi penelitian selanjutnnya 
2. Perusahaan, memberikan gambaran dampak dari dilakukannya penghindaran pajak 
pada perusahaan, serta memberikan alternative untuk mengkontrol perilaku 
penghindaran pajak perusahaan 
3.  Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang aktivitas tax avoidance serta 
menambah pengetahuan akuntansi khususnya Pajak tentang pengaruh tax avoidane 
bagi perusahaan 
4. Direktorat Jendral Pajak (DJP), memberikan gambaran umum mengenai persepsi 





5. Para Akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan buki empiris dan 
mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh tax 
avoidance terhadap nilai perusahaan serta sebagai informasi dan bahan masukan 
dalam melakukan penelitian 
 
